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Berdasarkan isu srategis yang menjadi permasalahan pokok untuk ditangani melalui pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis maka kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut:
A. Membangun,  meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur

1. Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan

Secara umum infrastruktur di Kabupaten Bengkalis masih perlu pengembangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu infrastruktur yang perlu percepatan dalam pengembangannya di Kabupaten Bengkalis adalah sarana dan prasarana transportasi. Memperhatikan urgensi moda transportasi, baik moda transoportasi darat, laut maupun udara perlu adanya keterpaduan dalam menciptakan sistem transportasi di Kabupaten Bengkalis. Sangat diperlukan kebutuhan  akan sistem transportasi terpadu semua moda, baik multi-moda maupun intermoda yang efektif dalam arti murah, lancar, cepat, mudah, teratur, dan nyaman untuk pergerakan manusia dan/atau barang.

Prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Bengkalis masih perlu dilakukan percepatan pembangunan dalam rangka mendukung pertumbuhan disegala bidang pembangunan. Dengan kondisi wilayah Kabupaten Bengkalis yang spesifik, sehingga perlu penanganan prasarana jalan dan jembatan yang lebih optimal. Pembangunan prasarana jalan dan jembatan terutama jalan poros penghubung antar desa merupakan sarana penting yang masih perlu dilakukan peningkatannya, karena masih terdapat beberapa ruas jalan tersebut yang belum berfungsi secara optimal baik wilayah daratan maupun kepulauan Kabupaten Bengkalis.

Mengingat pentingnya prasarana jalan dan jembatan dalam meningkatkan pertumbuhan wilayah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis, maka secara berkelanjutan dan menyeluruh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan kebijakan dengan memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan, pada beberapa ruas jalan antara lain :

· Ruas Jalan poros antara Kabupaten Bengkalis dengan Kota/Kabupaten lainnya.

· Ruas jalan poros desa dalam kecamatan dan antar kecamatan.

· Ruas jalan poros menuju sentra produksi, sentra perkebunan, sentra pertanian, sentra pendidikan, sentra kesehatan, sentra perkantoran pemerintah dan swasta, sentra ibadah, sentra pelabuhan, sentra perdagangan, sentra wisata serta sentra-sentra fasilitas dan prasarana umum lainnya.

· Ruas jalan utama pada ibu kota kecamatan.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Secara geografis Kabupaten Bengkalis merupakan Kabupaten yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, sehingga sarana dan prasarana transportasi memegang peranan penting dalam menggerakkan moda perekonomian serta dalam menggerakkan berbagai potensi yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Dengan luasan wilayah 11.481,77 Km² terdiri atas 13 Kecamatan yang diantaranya berada di wilayah kepulauan dan daratan Sumatera, maka secara umum sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Bengkalis masih perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan ke arah yang lebih baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna trasportasi dan juga sebagai sarana percepatan perekonomian Kabupaten Bengkalis.

Dengan kondisi Kabupaten Bengkalis tersebut, sehingga diperlukan keterpaduan antara moda transportasi yang satu dengan moda transportasi lainnya sehingga menciptakan sistem transportasi terintegrasi di Kabupaten Bengkalis. Untuk menciptakan keterpaduan tersebut, Kabupaten Bengkalis melakukan kebijakan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, seperti : pembangunan pelabuhan penyeberangan (Ro-Ro) di Tanjung Kapal, pembangunan fasilitas pelabuhan penyeberangan (Ro-Ro) Air Putih dan Sei.Selari, pembangunan sejumlah pelabuhan/steiger pada wilayah kepulauan, perbaikan dan pembenahan pelabuhan kecamatan, pembangunan terminal AKDP di Sei. Pakning, serta pengadaan rambu-rambu lalu lintas dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya. Disamping itu juga dikembangkan fasilitas-fasilitas perhubungan lainnya dalam mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman tersebut.

3. Pengembangan Pulau-pulau Terdepan (Perbatasan Negara)


Wilayah Kabupaten Bengkalis yang berada di perairan Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia memberikan implikasi terhadap munculnya sejumlah kondisi yang menuntut penanganan dan pengelolaan yang lebih serius dan komprehensif serta melibatkan banyak pihak. Sampai dengan saat ini pengelolaan kawasan perbatasan khususnya perbatasan laut masih ditangani secara parsial dan temporer serta lebih didominasi oleh pendekatan terhadap aspek keamanan serta masih kurang memperhatikan aspek kesejahteraan dan kondisi spesifik daerah perbatasan tersebut. Sehingga belum mampu memberikan hasil yang optimal dalam konteks pengembangan kawasan perbatasan antar negara sebagai beranda depan Republik Indonesia.


Masih sangat terbatasnya aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur sosial ekonomi maupun telekomunikasi merupakan salah satu faktor yang mendorong orientasi masyarakat di perbatasan  menjadi lebih banyak ke negara tetangga. Kondisi ini dalam jangka panjang dikhawatirkan berpotensi menyebabkan semakin berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat khususnya yang berada di kawasan perbatasan.


Arus informasi di kawasan perbatasan umumnya lebih didominasi oleh perkembangan situasi negara tetangga khususnya Malaysia telah menarik minat masyarakat Kabupaten Bengkalis yang tinggal di perbatasan untuk mengadakan hubungan sosial ekonomi dengan negara tetangga tersebut baik secara legal maupun illegal. Belum memadainya fasilitas serta belum optimalnya fungsi Pos Pengawasan di kawasan perbatasan telah menyebabkan sering  terjadinya pelanggaran batas laut baik yang dilakukan oleh nelayan tradisional dari daerah sekitar perbatasan maupun oleh nelayan negara tetangga serta kegiatan illegal lainnya seperti penyeludupan, pencurian ikan, tenagag kerja (TKI) illegal dan sebagainya.

Pengembangan kawasan perbatasan merupakan upaya yang harus dilakukan secara terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. Agenda kegiatan tahun 2009 yang perlu mendapatkan dukungan Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Pusat antara lain :

· Peningkatan infrstruktur di daerah perbatasan, seperti sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut.

· Peningkatan fasilitas ekonomi.

· Peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

· Peningkatan fasilitas air bersih.

· Penyediaan tenaga listrik.

· Peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi (jaringan televisi, radio, dan lain-lain).

· Peningkatan fasilitas pertahanan dan keamanan.

B. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Cerdas dan Berkualitas



Kebijakan yang ditempuh dalam rangka membangun, meningkatkan dan 
mengembangkan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Pendidikan merupakan pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia, oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkalis harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan  bagi seluruh masyarakat. 

Pembangunan dan pengembangan pendidikan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis selama ini  masih belum merata pada setiap daerah, hal ini dapat dilihat terutama pada pendistribusian guru. Di perdesaan, jumlah peserta didik relatif lebih banyak dibandingkan dengan perkotaan, tetapi jumlah guru justru lebih banyak di perkotaan. Kondisi seperti ini mengakibatkan tingkat pengetahuan peserta didik juga tidak merata meskipun kurikulum yang digunakan sama. 

Agar pembangunan di Bidang Pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bengkalis, untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyusun prioritas-prioritas pembangunan dalam Bidang Pendidikan, antara lain  :

1. Penuntasan Program Wajib belajar sembilan tahun

2. Menyelenggarakan wajib belajar 12 untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, yang bermutu 

3. Mningkatkan Mutu Pendidikan

4. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan lainnya, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidikan agar lebih mampu mengem,bangkan kompetensinya dalam tugas pembelajaran

5. Meningkatkan dan menyediakan dana pendidikan yang memadai

6. Memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi  dan siswa yang orang tuanya kurang mampu serta anak-anak guru di daerah terpencil yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Bengkalis masih perlu terus ditingkatkan, dimana kesehatan merupakan suatu Investasi dan modal dasar dalam pembangunan. Pembangunan kesehatan selain berperan dalam membangun manusia sebagai insan yang sehat, juga berperan penting dalam membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan.
Perkembangan di Bidang Kesehatan di Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang positif. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan pembangunan Puskesmas, Pustu maupun Rumah Sakit di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bengkalis, Mandau dan Terbing Tinggi yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayan kesehatan bagi masyarakat sampai ke desa-desa. 

Tujuan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bengkalis adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui  hidup dengan menerapkan perilaku sehat dalam lingkungan yang sehat dan memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyusun prioritas pembangunan di Bidang Kesehatan, antara lain :

1. Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas puskesmas dan puskesmas pembantu serta puskesmas rawat  inap
2. Pemerataan penyebaran tenaga medis/paramedis baik itu Perawat, Bidan dan Dokter

3. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan Rumah Sakit 

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

5. Mengintensifkan soisalisasi kesehatan lingkungan dan gizi keluarga
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan gratis masyarakat kurang mampu

3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Berjumlah 738.966 jiwa yang terdiri 378.166 jiwa laki-laki dan 360.830 jiwa perempuan. Dimana Kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kecamatan Mandau berjumlah 249.878 jiwa dan penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Rupat Utara yaitu 13.338 jiwa.

Penyebaran penduduk yang tidak merata tersebut diakibatkan oleh kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari wilayah kepulauan. Daerah yang perkembangannya cukup pesat  di Kabupaten Bengkalis terpusat pada daerah-daerah yang mempunyai penduduk yang banyak seperti pada Kecamatan Bengkalis, Mandau dan Tebing Tinggi, sehingga penyebaran tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis juga terpusat pada ketiga daerah tersebut diatas.

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 berjumlah 35.064 orang yang terdiri dari laki-laki 31.653 orang dan perempuan berjumlah 3.411 orang. 
Untuk meningkatkan keterampilan  tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis telah dibangun tiga Balai Latihan Kerja (BLK) yaitu di Kecamatan Bengkalis, Tebing Tinggi dan Mandau.

Agar pembangunan di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bengkalis, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyusun prioritas-prioritas pembangunan, antara lain  :

1. Peningkatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)

2. Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja

3. Perlindungan dan Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 

4. Penciptaan lapangan kerja penduduk lokal
C. Membangun Ekonomi yang Tangguh Berbasis Kerakyatan

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka membangun ekonomi yang tangguh berbasis kerakyatan dalam bentuk program-program pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan Pertanian Rakyat

Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian rakyat pemeran utama adalah petani yang selama ini bekerja keras untuk memperoleh hasil panen yang sebanyak-banyaknya untuk ketersediaan cadangan pangan dan modal berbentuk uang dengan tujuan agar dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga petani sehari-hari.

Guna mengangkat harkat dan martabat petani menjadi farmer sejahtera melalui pembangunan pertanian rakyat, maka pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dengan intervensi terbatas pada regulasi, pelayanan/penyuluhan dengan pendampingan dan penggerak pengembangan (agent of development)

Strategi yang mendasar dalam pengembangan pertanian rakyat adalah penataan perdagangan dan pengolahan hasil panen komoditi tanaman pangan (padi, palawija, dan holtikuktura), dan perkebunan (sawit, karet, sagu, kelapa dan kopi).

Mengingat pentingnya pengembangan sektor pertanian rakyat Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membangun Rice Processing Complex (RPC) yang sampai saat ini operasionalisasinya sedang diupayakan agar produksinya lebih optimal. Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan revitalisasi cetak sawah di Kecamatan Siak Kecil seluas 1.500 hektar yang memiliki potensi sekitar 5.000 hektar, penyiapan lokasi persawahan baru di Kecamatan Rupat seluas 5.000 hektar, kecamatan Merbau seluas 3.000 hektar yang baru tertanam lebih kurang 650 haktar, dan Kecamatan Rangsang Barat seluas 5.000 hektar yang sudah tertanam seluas lebih kurang 3.500 hektar. Kesemuanya ini dimaksudkan guna meningkatkan produksi pangan dan menyambut program Operasi Riau Makmur 2030.

2. Pembangunan Pertanian Rakyat Komoditas Tanaman Perkebunan

Pengembangan komoditi agribisnis perkebunan (sawit, karet, kelapa, sagu, dan kopi) dengan tehnologi seimbang dengan pasokan bahan baku hasil perkebunan rakyat, melalui rehabilitasi trio tata air dan peremajaan tanaman dan ternak ruminansia dengan tehnologi biocyclo farming dalam satu sistem dan menajemen pola kemitraan usaha pangan guna mewujudkan struktur ekonomi masyarakat yang tangguh sebagai landasan pusat tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat dan perekomian daerah di wilayah perdesaan.

3. Pengembangan Industri Berbasis Pertanian

Industri adalah pilar utama dalam menggerakkan ekonomi rakyat, karena dengan perubahan bentuk bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dalam arti siap dikonsumsi oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan lokal atau antar daerah maupun domestik. Industri di Kabupaten Bengkalis didukung oleh potensi bahan baku yang berasal dari hasil pertanian, sehingga terwujud agroindustri.

Berkembangnya industri kecil yang dapat memanfaatkan bahan baku lokal sehingga terjadi peningkatan nilai tambah, menyerap tenaga kerja rumah tangga dan perputaran ekonomi masyarakat yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil tersebut. 

4. Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah

Menyikapi peluang investasi daerah dalam pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam yang dimiliki sebagai kesiapan daerah dalam menghadapi pasar bebas di era globalisasi, maka rencana strategis pengembangan usaha daerah, yaitu meningkatkan peranan BUMD yang sangat potensial untuk dikembangkan, permodalan usaha kecil daerah, pengembangan kawasan industri Burukbakul, industri hilir sebagai lokomotif ekonomi daerah terutama komoditas unggulan daerah dengan mengembangkan kawasan industri tepung sagu dan otoritas peremajaan kebun karet serta kawasan industri perikanan.

D. Pembangunan Penunjang Lainnya
1. Lingkungan Hidup
a. Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Pengelolaan lingkungan hidup akan dikembangkan ke arah pengelolaan yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan siatuasi dan kondisi yang sangat dinamis, juga harus proaktif terhadap penanganan permasalahan lingkungan hidup sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Beberapa agenda yang menjadi fokus pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009 antara lain :

· Monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan hidup.

· Penanggulangan abrasi pantai dan degradasi hutan mangrove.

· Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

· Pengelolaan persampahan.

· Pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

· Peningkatan ketersediaan basis data dan akses informasi lingkungan hidup.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Peningkatan kualitas SDM bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis antara lain dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur melalui proses pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal. Upaya peningkatan kualitas SDM sekaligus merupakan upaya peningkatan kinerja kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup juga dilakukan melalui optimalisasi penempatan pegawai dengan kualifikasi pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang memiliki relevansi dengan beban tugas yang diemban dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Penyempurnaan dan peningkatan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan dalam pendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis. Pemantauan dan pemeriksaan kualitas lingkungan secara swadaya khususnya terhadap sejumlah parameter yang memerlukan penanganan segera di lapangan saat ini telah dapat dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkalis sehubungan dengan telah tersedianya fasilitas laboratorium mini yang ditempatkan di Bapedalda Kabupaten Bengkalis. Secara bertahap Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan berupaya untuk terus meningkatkan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup seperti peralatan pemantauan kualitas udara, air dan lain-lain termasuk mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Provinsi Riau dan dari APBN (DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup).

d. Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Stakeholders dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Upaya kerjasama dan peningkatan peran serta seluruh komponen yang terlibat (stakeholders) menjadi sangat strategis dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sangat diperlukan mengingat permasalahan lingkungan hidup merupakan suatu yang sangat universal dan dinamis. Dampaknya dapat mempengaruhi setiap komponen yang ada (biotik maupun abiotik) serta tidak dapat dibatasi secara administrasi kewilayahan. Pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan. 


Dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi, kerjasama dan peningkatan peran serta stakeholders sangat diperlukan guna mewujudkan sinergi program / kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa bidang lingkungan hidup, khususnya penyelesaian di luar pengadilan atas prinsip win-win solutions antar pihak-pihak yang terlibat, telah menuntut peran aktif Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai fasilitator / mediator penyelesaian sengketa tersebut. Di sisi lain, pemahaman dan sudut pandang stakeholders yang terlibat terhadap permasalahan yang dihadapi serta bagaimana alternatif terbaik dalam penyelesaiannya juga merupakan penentu keberhasilan penyelesaian sengketa yang dihadapi.

2. Penataan Ruang
a. Perencanaan Tata Ruang.


Penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang Penataan Ruang di Kabupaten Bengkalis telah diupayakan untuk dapat diaplikasikan secara optimal ddan secara konsisten ditingkatkan. Dalam konteks perencanaan pengembangan wilayah, penyelenggaraan kewenangan bidang penataan ruang di Kabupaten Bengkalis mulai dari tahapan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sampai dengan saat ini masih dilaksanakan secara koordinatif pada beberapa satuan kerja.


Beberapa agenda perencanaan tata ruang di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009 antara lain :

a. Penyusunan  Rencana Tata Ruang (Rencana umum dan detail).

b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

c. Koordinasi Penyusunan Rencana Tata Ruang.

d. Pelatihan Aparatur Perencana Tata Ruang.

b. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.


Dalam upaya mewujudkan penataan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan terpadu diperlukan langkah-langkah yang mampu mensinergikan seluruh aspek perencanaan dan implementasi penataan ruang di daerah. Selain produk tata ruang yang harus sinergi antara tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten / Kota, kawasan, hingga blok peruntukan, juga dituntut adanya kebijakan dan strategi serta optimalisasi kelembagaan penataan ruang. 


Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang. Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk tercapainya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian tata ruang akan menjadi salah satu instrumen penting dalam implementasi program-program pembangunan yang dilaksanakan.


Beberapa agenda yang terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009 antara lain :

a. Survey dan Pemetaan.

b. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang.

d. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan

Kabupaten Bengkalis mempunyai luas wilayah sebesar 11.481,77 km2 dengan wilyah administrative 13 Kecamatan serta 175 Desa/Kelurahan, terdiri dari 4 Kecamatan berada pada Daratan Sumatera dan 9 Kecamatan berada di wilayah Kepulauan. Secara geografis Kabupaten Bengkalis terdiri dari wilayah Daratan dan Kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang beraneka ragam, seperti : hutan, sungai, laut, danau/tasik dan sumber daya alam lainnnya. Sedangkan secara kependudukan, masyarakat Kabupaten Bengkalis terdiri dari berbagai ragam etnis/suku dan agama, sehingga memunculkan keragaman dan kekayaan budaya.

Kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya yang yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis merupakan potensi besar yang perlu ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pihak yang terkait dalam rangka mengembangkan dan mengelola potensi tersebut. Potensi keindahan alam dan keragaman budaya tersebut merupakan kekuatan besar dalam mengembangkan sektor kepariwisataan di Kabupaten Bengkalis, seperti wisata pantai, wisata tasik dan budaya serta wisata lainnya. Hal ini mengingat pariwisata dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup berarti. Disamping itu, pariwisata juga dapat dijadikan penggerak perekonomian daerah, karena kegiatan pariwisata banyak melibatkan sektor lainnya sebagai penunjang. Dengan dikembangkannya pariwisata suatu lokasi, akan menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah tersebut. Keberhasilan pembangunan pariwisata juga membuka peluang berusaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat tempatan.

Pengembangan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan dijadikan salah satu objek wisata andalan di Provinsi Riau yaitu pengembangan objek wisata pantai Rupat Utara. Disamping itu juga terdapat objek wisata lainnya yang potensial untuk dikembangkan yaitu objek wisata pantai Selat Baru dan objek wisata budaya dan sejarah di Bukit Batu.
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